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1

22/03/2017 04/04/2017 9 Hari Kerja PT. Infodesaku Mediatama 

Group

Sukamanah, Desa Tamansari, 

Kecamatan Tamansari, Bogor

Permohonan audiensi terkait 

hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan Provinsi 

Jawa Barat dalam kegiatan 

makan dan minum di 

Sekretariat Daerah Provinsi 

Jawa Barat

- - - -

Surat Klarifikasi No. 489/1733/ 

Humaspro tanggal 04 April 2017 

tentang Kelengkapan Pemohon 

Informasi

2 10/04/2017 18/04/2017 6 Hari Kerja LSM GMBI Kab. Cirebon

Jl. Buyut Trusmi No. 21 Desa 

Trusmi Wetan Kec. Plered, Kab. 

Cirebon

- Diterima atau tidaknya 

tembusan surat dari Ketua 

DPRD Kab. Cirebon nomor 

188.342/1043/DPRD oleh 

Gubernur Jawa Barat yang 

ditujukan kepada Bupati 

Cirebon

- Ada atau tidaknya surat dari 

Bupati Cirebon kepada 

Gubernur Jawa Barat tentang 

Permohonan Evaluasi  

Perijinan Pertambangan

- - - -

Surat Klarifikasi No. 

489/1931/Humaspro tanggal 18 April 

2017 bahwa

Informasi tidak dikuasai

3

10/04/2017 18/04/2017 6 Hari Kerja Aris Purnama Nugraha

Kp. Suniabana RT 003 RW 008. 

Desa Mulyasari, Kec. Salopa, 

Kab. Tasikmalaya

Laporan Realisasi Anggaran 

Pemerintah Profinsi Jawa Barat 

Tahun 2001-2015 (Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, Belanja Daerah)
P

Surat klarifikasi No. 

489/1938/Humaspro tanggal 18 April 

2017 bahwa Peneliti/ Pemohon harus 

mematuhi prosedur penelitian yang 

diatur dalam PERMENDAGRI No. 64 

Tahun 2011 dan PERMENDIKNAS No. 

17 Tahun 2010

Keterangan

LAPORAN BULANAN

PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2017

NO.

NO. 

PENDAFTAR-

AN

TANGGAL & WAKTU

NAMA & ALAMAT PERMINTAAN INFORMASI

JENIS INFORMASI



4 17/04/2017 26/04/2017 7 Hari Kerja Kismiyati El Karimah, Sekretaris 

Program Studi D3 HUMAS 

Universitas Padjadjaran

Jl. Ray Bandung-Sumedang Km. 

21, Jatinangor, Kab. Sumedang

Permohon wawancara kepada 

Gubernur Jawa Barat mengenai 

'Sikap dan Pendapat Pengamat 

Politik mengenai Sistem Politik 

Multi Partai'

- - - -

- Surat Klarifikasi No. 

485.2/2023/Humaspro tanggal 26 

April 2017 bahwa Peneliti/ Pemohon 

harus mematuhi prosedur penelitian 

yang diatur dalam PERMENDAGRI 

No. 64 Tahun 2011

- Surat Pengantar No. 

485.2/2024/Humaspro tanggal 26 

April 2017 yang ditujukan kepada 

Kepala Badan KEsatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Jawa Barat

BANDUNG, ................................... 2017
KEPALA BAGIAN PELAYANAN MEDIA DAN INFORMASI

Dra. POPPY PURBAWATI
Penata Tk. I

NIP. 19610128 198703 2 002


